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BAB II

MEKANISME PENGOLAHAN DATA

2.1  Gambaran Umum Perusahaan

2.1.1   Bentuk Usaha 

PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KUD Banjarmasin yang selanjutnya biasa disebut dengan KUD Banjarmasin, adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, yang bergerak pada bidang perbankan. Pelaksanaan kegiatan badan usaha ini dikoordinir langsung oleh Camat wilayah Kota Baru.

Organisasi KUD Banjarmasin terdiri dari Petugas, Camat Wilayah Kota Baru dan Badan Pembina. Petugas KUD terdiri dari seorang kepala, seorang pemegang Buku/Tata Usaha dan seorang Pemegang Kas. Kepala Kecamatan Kota Baru selaku penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan usaha KUD Banjarmasin. Sedang Badan Pembina terdiri dari Badan Pembina KUD Kabupaten Kota Baru dan Badan Pembina KUD Propinsi Kalimantan Selatan.

Usaha yang dijalankan oleh KUD Banjarmasin seperti yang  dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan adalah :

a. memberikan kredit untuk kegiatan yang produktif

b. menerima simpanan uang hanya dalam bentuk tabungan

yang ditujukan pada pengusaha dan masyarakat golongan ekonomi lemah di wilayah pedesaan.

Modal pertama KUD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan melalui BPD sebagai kredit investasi dengan jangka waktu tiga sampai lima tahun. Modal KUD dalam perkembangan selanjutnya  berasal dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan dan pinjaman.

Petugas KUD, berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

2.1.2   Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

KUD Banjarmasin didirikan pada tahun 1993 berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1993 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Saat ini KUD Banjarmasin, hanya memiliki satu pos dan dijadikan pos induk, tepat di Jalan Pahlawan No. 9 A Kota Baru Banjarmasin.

Latar belakang didirikannya KUD Banjarmasin, yaitu pada masa sebelum dikeluarkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1993 yang mencetuskan berdirinya Badan Kredit Kecamatan, terjadi kesenjangan sosial di sebagian besar masyarakat Kota Baru Kalimantan Selatan. Hal itu disebabkan, belum adanya pemerataan dalam pembangunan dan banyak sektor-sektor ekonomi yang potensial mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usaha khususnya pada wilayah pedesaan. Sehingga sirkulasi ekonomi hanya bermuara pada sebagian masyarakat tertentu yang sudah mapan.

Sebab lain dicetuskannya Badan Kredit Kecamatan, yaitu masih kuatnya pengaruh lintah darat yang selalu membebankan piutang dengan bunga yang tinggi, sehingga banyak masyarakat dan pengusaha kecil sulit untuk berkembang.

Tujuan didirikannya Badan Kredit Kecamatan berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1981 yaitu :

a. menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama permodalan dalam rangka pembangunan daerah umumnya dan pembangunan desa pada khususnya

b. menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan
Adapun fungsi yang dijalankan oleh Badan Kredit Kecamatan adalah :

a. mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah pada masyarakat, terutama di pedesaan

b. membentuk modal masyarakat pedesaan yang diarahkan pada usaha peningkatan produksi
c. melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang
d. membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan
Saat ini, KUD Banjarmasin telah memiliki nasabah kurang lebih 400 nasabah yang ditangani oleh petugas BPR KUD sebanyak 7 orang. Layanan yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya adalah dalam bentuk kredit umum permodalan, dan tabungan masyarakat desa.

KUD Banjarmasin memiliki moto mudah, murah dan mengarah yang mempunyai makna mudah yaitu mudah dalam prosedur layanan, sehingga para nasabah tidak terlalu dibebani oleh berbagai persyaratan yang rumit. Murah maksudnya murahnya bunga kredit yang harus ditanggung para nasabah. Kemudian, mengarah yaitu mengarahkan para nasabah dalam pembagunan ekonomi mikro. 

2.2   Prosedur Pengolahan Data Tabungan 

Pengolahan data tabungan masyarakat desa di KUD Banjarmasin adalah suatu mekanisme transaksi sistem yang dilakukan secara prosedural. Yang mana setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam berkas, yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi dan waktu kejadian. 

Adapun rincian aturan transaksi yang ada di KUD Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

2.2.1   Prosedur Pembukaan Rekening

Pembukaan rekening dimaksudkan sebagai langkah awal dalam penerimaan nasabah, dimana calon nasabah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PD. BPR KUD Banjarmasin. Meskipun sebenarnya pembukaan rekening bisa juga diartikan meliputi rekening-rekening yang lain, seperti misalnya rekening tabungan maupun pinjaman (kredit), dalam hal ini pembukaan rekening (open occount ) lebih diidentikkan dengan rekening koran atau giro dari seorang nasabah yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Adapun rincian ketentuan pembukaan rekening tabungan adalah nasabah mengisi formulir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan. Pengajuan formulir ini merupakan permintaan seseorang untuk membuka rekening tabungan. 

2.2.2  Prosedur Pemberian Nomor Rekening

Setiap nasabah mempunyai nomor rekening apabila ia sudah melakukan pembukaan rekening. Nomor rekening dan nama pemilik rekening merupakan suatu identitas yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bila terjadi penarikan atau pengambilan dana pada rekeningnya, Jumlah Saldo debet atau kredit ini harus selalu dicatat pada rekening yang bersangkutan.

2.2.3   Prosedur Transaksi Penyetoran dan Penarikan Saldo

Adapun rincian transaksi di PD. BPR. KUD Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Penyetoran uang dilakukan dengan menggunakan formulir atau slip Bukti Setoran Tabungan. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 10.000,- untuk penabung.

2. Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-  yang dapat dilakukan setiap bukaan kas BPR-KUD.
3. Untuk pengambilan Dana ke rekening tabungan digunakan Slip  Pengambilan Tabungan. Dalam prosedur ini disebutkan dengan jelas nama dan nomor rekening tabungan yang dimaksud, serta jumlah dana yang hendak ditarik. Pengambilan dana ini dapat dilakukan setiap saat.

4. Dalam prosedur pengambilan ini harus disertai dengan buku tabungan dari rekening tersebut.

2.2.4   Prosedur Perhitungan Nominal Bunga dan Pajak

Perhitungan bunga dan pajak ini ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PD BPR. KUD Banjarmasin bahwa nominal suku bunga dan pajak bunga dapat berubah-ubah, maka dari itu sistemnya dibuat bersifat dinamis yaitu dapat diupdate kapanpun.

2.2.5   Prosedur Tutup Rekening
Setiap penabung yang akan tutup buku, pada saldo harus disisakan sebesar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak PD. BPR KUD Banjarmasin. 
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